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PERATURAN BUPATI JEPARA 

NOMOR %9 TAHUN 2010 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT 

DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT 

KABUPATEN JEPARA 

BUPATT JEPARA. 

Menimberg 

Mengingat 

a bahwa dalam rangla menjag keutuhan Negara Kesatuan Republil 

Indonesia serta untuk mewujudkn ketentraran, ketertiban dan 

perlindungan masyaralt perlu dibentuk Forum Kewaesped.an Dini 

Masyarakat ( FKDM ) dan Dewan Penaschat Forum Kewaspadaan Dini 

Masyarlat ( Wan.hat FKDM) Kabupaten Jepara; 

b. bahwa berdasarkn pertimbeangan sebagaimana dimak sud peda huruf a, 

mal perlu menetaplan Peraturan Dupeti Jepara tentang Pedoman 

Pembentula Forum Kewaspadaan Dini Masyaralat Dean Dewan 

Penaschat Forum Kewaspedaa Dini Masyaralt Kabupeten Jepara; 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun I950 tentang Pembentukn Daerah­ 

Daerah Kabupaten Dalam Linglungan Propinsi Jawa TVengah, 

2 Undang-Undang Noror 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyaralatan 

( Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tarmbaban 

Lembaran Negara Republil Indonesia Nomor 3296); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisin Negara 

Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 ); 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahunan Negara 

(Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 

5. Undang-Undang Nomor I0 Tahun 2004 tentang Pembentulan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomo 3, Tarbahan Lemberan Negara Republik Indonesia Noror 

4389) 



U dang- U ndang  Nono 2  The 2O04 tent.g Pererintaha Deer.h 

(Lembarn Negara Republil lndon Tahun 2004 Nomor 125, Tarbeba 

Lembarn Negara Republik Indonesia Nomot 4437) sebagairaa telah 

diubah beberapa lli terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabun 
2008 entang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahon 
2004 tetang Pererintaha Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

7. Perturan Pererintah Normor 6 Tahun I988 tentang KKoordinasi Kegiatan 

Instasi Vertilal Di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 

3373); 

8. Peraturan Pemerintah Normor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pererintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintah Kabupaten Kotas ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomot 4737); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewaspeda Dini Masyarlat Di Daerah; 

10. Peraturan Gubernur Provinsi Jarwa Tengah Nomor 4 Tahu 2007 tentag 
Pedoman Perbentula Forum Kewasspadan Dini Masyaralat dan Dewan 

Penaschat Forum Kewaspeden Dini Masyarakat Provinsi Jaw Tengah ( 

Lembarn Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 4 ); 

I. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor Tahun 2008 tentang Urusan 
Pererintahan Yang Menjadi Kewenangan Pererintaha Daerah 
Kabupaten Jepara ( Lembarn Daerah Kabupaten Jepera Tahun 2008 
Nomor 3, Tarbahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor ); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATT TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM 
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAN DEWAN PENASEHAT 
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN JEPARA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan Dupeti ini yang dimaksud dengan; 

, Deaerah adalah Kabapaten Jepara; 

2. Pemerintah Daenah adalah Dupati da Peraglt Daerah sebagai unsur penyelenggar 

Pemerinthan Daerah 



C 

d Politil adalah Baden KKestun bangs da Politik Kabup ten 

Kbupen leper; 

dlh kKecarat di Kbupeaten Jepara; 

dh carat yang wilaryah lerjanya meliputi wilaryah kerja des yang bersangkc utan; 

Des Kelurahan adalah Desa/ Kelura.hen di Kabupaten Jepaa; 

Petin ggi  adalah  sebut lain  Kepala Desa  yang  ada  di wilaryah Kabupaten Jepara; 

I0. Satan Perlindungan Masyaralat yang selanjutnya disebut SATLINMAS adalah bentul 

pengorganist ian masyaralat yang disiapln da disusun serta dibelali pengetahuan dan 

keterpila di bidang perindungan masyaralat yang difasilitasi oleh permerintah atau 

pemerintah daerah;; 

L. Kewaspeadan Dini Masyaralt adalah kondisi kepelean, kesiagaan dan antisipeasi masyaralat 

dalam menghadapi potensi dan indilsi timbulnya bencana larena ulah manusia; 

l2. Forum Kewaspedaa Dini Masyaralat yang selanjutnya disinglat FKDM adalah wadah bagi 
elemen rasyaralt yang dibentuk dalamn rngla menjaga dan memelihara kewaspadaan dini 

mayaralat; 

13. Bencana adalah peristiwa atau manglian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alarm, ulah 

manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengalibatln korbean penderitaan manusia, 
kerugin harta benda, kcrusaln hingkungan, kerusaln sarana-prasrana dan fiasiltas urum 

serta menimbullan gangguan terhadap tata lehidupan dan penghidupan masyarakat; 

14. Organisasi Kemasyaraltan yang selanjutnya disc but Ormas adala.h organisasi non pemerintah 
bervisi berbearga yang dibentuk oleh warga Negara Republik Indonesia secara sularela, 

berbadan hulur dan telah terdaftar serta buln organisasi sayap partai politik; 

IS. Perpolisin Masyaralt yang selanj utnya disebut POLMAS adalah model penyelesaian yang 

membutuhln kemitran yang sjajar dengan masyark.at loll dalam menyelesail dan 

mengatsi setiap peaslahen sosial yang mengaoc.an kearanan dan ketertiban mayark.at 
serta kctentran le hidupan masyak.at setempat; 

BABU 

PEMBENTUKAN FKDM 

Pasal 2 

(I) FKDM dibentuk di Kabupaten, KKecamatan dan Desa/Keluraban 

(2) Pembentula FKDM sebagaimana dimalsud pade ayat (I) dilakulan oleh masyarakat dan 

difasilitasi oleh Pemerintah Daerah 

(3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memilili hubungan yang bersi fat konsultatif 



d Politil adalh Bad KK tun Bangs da Politik Kabup ten 

bupaten Jepara, 

a h  kKecarat  di  Kabupeten  Jepar; 

carat yang wilryah kerjaya eliputi wilayah kerja desa yang bersangkutan 

. De  Kelurahan  adalah  Desa!  KKelurahn di Kabupaten Jepara; 

Re giadalah sebutan lain KKepala Desa yang ada di wilayah Kabupaten Jepara; 

l Satan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut SATLINMAS adalah bentul 

pengorganis ian masyaralat yang disiapl dan disusun serta dibelali pengetahuan dan 

keterampila di bidang perlindungan masyaralat yang difisilitasi oleh pemerintah atau 

pemerint.ah daerah; 

t Kewaspedan Dini Masyaralt adalah kondisi kepelan, kesiagaan dan antisipasi masyarakt 

dalam renghadapi potensi dan indilasi timbulnya bencana larena ulah manusia; 

l2. Forum kKewaspadaan Dini Masyaralt yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah begi 
elemen masyaralat yang dibentuk dalam rngla menjaga dan merelihara kewaspadaan dini 

masyarakt; 

13. Bencana adaah peristiwa atau manglian peristiwa yang disebablan oleh perang, alam, ulah 

manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengalibatla korban penderitaart manusia, 

kerugian harta bends, kerusakn lingkungan, lerusalon saran-prasarana da fasiltas urum 
serta menimbulln gangguan terhadap tata kehidupen dan penghidupan masyarakat; 

14. Organisasi Kermasyaraltan yang selanjutnya disebut Oras adalah organisasi non pererintah 
bervisi berbang»a yang dibentuk oleh wrga Negara Republik Indonesia secart sulrela, 

berbadan hukurm dan telah terdaftar serta buln organisasi sayap partai politik; 

1. Perpolisian Masyaralat yang selanjutnya disebut POLMAS adalah model penyelesaian yang 

membutuhln kemitraan yang sejajar dengan masyarakt loll dalam menyelesail dan 
mengatasisetip perasalaha sosial yang mengancan kcaranan dan etertiban may.ark.at 
serta ketentrran kehidupon masyark.at setempt; 

BAB II 

PEMBENTUKAN FKDM 

Pasal 2 

() FKDM dibentuk di Kabupaten, KKecamatan dan DesaKelurahan 

(2) Pembentukan FKDM sebegaimena dimaksud pada ayat (I) dilakulan oleh masyaralat dan 

difasilitasi oleh Pemerintah Decrah 

(3) FKDM sebagimana dimaksud poda ayat (I memilili hubungan yang bersifat konsultatif, 



Ka b  p  ten ditetaplan de ga n  kKeputu Bupati, 
FDMK« atan ditetapin de g n ep tusan  Carat, 

FKDM Desa ditetapl dengan kKeputusan Peting, 

4. FKDM Keluraha ditctaplan dengr n  kKeputusan Lurah; 

() FKDMKabupaten sebagaiana dimalsud dalam Pasal 3 ayat (I) mempunyai tugas 

a menjaring, menampung, mengoordinasil dan mengkorunilsikan data dan informasi 
dari masy.ark.at mengenai potensi ancaran eamanan gejala atau peristiwa bencana 

dala rangk upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini dan; 
b. memberilan relomendasi sebagai pertimbengan bagi Bupati mengenai kebijalan yang 

berkaitan dengankewaspadaan dini masyarah.at. 

(2) FKDMKecamatan sebagairmana dimalsud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tgas 

a menjaring. menampung. mengoordinasila dan mengkorunilsikan data dan informasi 

dari masyark.at dalam ling ngan Kecaratan engenai potensi ancaran eamanan 

gejala atau peristiwa bencaa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya 

scar dini dan; 

b. memberilan rekorendasi sebegai pertimbangan bagi Carat mengenai kebijalan yang 
berlait.an dengan kewaspodan dini masyarat; 

(3) FKDM Des/Kelurahan sebegaimane dimnaksud dalam Pasal 2 ayat (J) dun Pasl 2 ayat (4) 

mempunyai tug; 

a menjaring, menampung. mengoordinasiln dan mengkorunilsiln data da informasi 
dari masyaralat dalam lingkungan Des'Kelurahan mengenai potensi ancaman 
kearanan gejala at peristirwa bencana dalam rangks upaya pencegahan dan 

penanggulangnya secar dii dan; 
b. memberilan relomendasi sebagai pertimbangan bagi Petinggi/lurah mengenahi 

kebijalan yang berlita dengan lewasped dini masyarakat; 

Pasal 5S 

(1) Penyelenggar lewsped dini masyaralt di Kabupaten didelegasilan kepeda Walil 
Bupati 

(2) Penyelerggaran lewaspedaan dini masyaralt di Wilayah kKecamatan didelegasilan kepeda 

Carat. 
(J) Penyelenggaran kewaspeda dini masyaralt di Wile yah DesaKelurahan didelegasilan 

kepada Petinggi/Lura.h melalui Carat 

(I) Keangotan FKDM Kabapaten terdiri atans wakil-walil ormas, perguruan tinggi, lembaga 

pendidila lain, toloh masyark.at, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen 

may.alt lainy 



tendii l. l lereg pendidila la, 

toil.oh adt, to.oh too geed d cleren masyrlt lay 

KDM Deselurhan terdii at. wadi-wall onras, pemu fay.ark.t, 

yard de toloh pe uda, tggot Salinas, den angot Polmas serta le a 
linnyaygad di develurban 

BAB III 

TATA CARA PEMBENTUKAN FKDM KABUPATEN, KECAMATAN 
DAN DESA/KELURA HAN 

Bagian Pertama 
Pembentukn FKDM Kabupaten 

Psal 7 

(I) Pemerintah Derrah mengundang/mengumplan perwalilan dari ormas,perguruan tinggi, 
lembaga pendidikn lain, tokoh masyarakt, tokoh adat ( apabila ada ), tokoh agama, tokoh 
permuda den elemen masyaralt lain yang mempunyai lapasits dibidangnya untul 
melaksanakn mausyawarahguna membentul FKDM Kabupeaten 

(2) Musyawara.h sebegirana dimalsud pad ayat (I) dipimpin dan difaslitasi oleh Kepala 
Bakesbangpollinmas 

Pasal 8 

(I) Susunan organisasi penguru FKDM Kabupaten ditentul berdasarln hasil musyawar.h 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (I. 

(2) Pengurus FKDM Kabupaten bersal dari peserta muyawarah yang hadir dalam musyawaura 
scbagaimane dimalsud pada Psal 7ayat (D 

Psal 9 

Berdasarl hasil musywrah sebegimane dimelsud peda Peal 7, Bupati menetaplan Keputusan 
tentang Pembentukn FKDM Kabupaten. 

Bagian Kedua 
Pembentulan FKDM Kecamatan 

Pal 10 

(I) Carat mengundang perwdila da orras, lebeg pendidikn, tokoh masyaakt, toloh 
adat,to#oh agma, toloh peruda dan elemen masyaralat lain yang mempuyai kapasit.as 
dibidagnya, untuk melaksaal musyarwarah guna membentule FKDM di Kecaratan 

(2) Carat menghadirk Musyarwrah Pirnpinan Kecamat.an, dalam pelaksanaan musyawarah 
pembentul FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (I 



• 

gr FKDMKKecaat.an 

la FKDM 

F 

I I 

pod ayat (2) bertind 
• 

pod yat ( 

4 C t " npin  d  mer  ntu jalrya muyrwrh sebegirna diraked pod ayat( 

darn mngl membentul suuan; 

• • 

Pal lH 

(I) Susunan organiai pengur FKDM kKecarat.an ditentula berdasla hasil musywrah 
sebagairana dimeal.sud dalam Psal I0 ayat (­ 

(2) Pengurus FKDM Kecaatan bersal dari peserta musyawarah yang hadir dalam nap 
sebegairmana dimalsud peada Psal I0 ayat(D 

Berdasal hail musya wrah sebegaimane dimalosud peda Pesal 10, Carat menetaplan 

Keputusan Carat tentang Pembentula FKDM Kecaratan. 

Bagin Ketiga 
Pembentula FKDM Desa/Kelurahan 

Pasal 1J 

(l) Petinggi /Lurah mengundang perwalilan dan ormas, lembaga pendidikn, tokoh masyawn.hat, 
tokoh adat ,  toloh tgma, tokoh peruda dan eleren masyaralat lain yang mempunya 
lapabilits dibidangnya, untuk melakanakn musyawarah guna membentule FKDM 
Des/Keluraban 

(2) Musyawrah sebagimane dirak.sud pada ayat (I) dipimpin dan difasilitasi oleh 
PetinggiLurah. 

Pasal I4 

(I) Susunan organisasi pengurus FKDM Des/Kelurahan ditentula berdasaran hail 
musyawash sebegimaa dirak sud dala Pasal 1 ayat (I) 

(2) Pengunus FKDM Des/Kelurahan bera l dari peserta musyawarah yang hadir dalam 
musyrwrah scbegirana dimalsud peada Peal 13 aryat ( 

Pal I5 
Berdasarla hail musyarwrah sebeagiroaa dial sud dala Pesal 13, Petingg/Lura.h menetapk.an 
Keputsan tentang Pembentula FKDM Des/Keluraban. 

BAB III 

DE WAN PENASEHAT 
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT ( WAN[HAT FKDM) 

Pasal I6 

(I) Dalam mngla pembinae FKDM dibentuk Dewan Penaschat Forum Kewaspadaan Dini 
Masyarlt ( Wahat FKDM)Kabupaten. Kecamatan dan Kelurahan/Des; 



w h  FKDM  sebegaman  ewsped  Dii  1  

menpnya 

mermoslo ltijl 

lerja ant FKDM 

lewsped di roar .k t  

Fot  

yet( 

- J l da 

h re f ii 
. 

hut I 

c. A ggo t  

Wakil Bupeti 
Kepala Bad Ke tuan Ba gs Politik da Perlindungan Masyaralat. 
l au terlait ten uk wail-walil Kepolisan Resort, Korando Distrik 

Militer, KKe ja ke  Negeri  Jepara,  Dinas  Pekerjaan Umum dan Energi 
Surber Daya Mineral, Dinas Perumaha, Tata Rug den Kebersi.ha, 

Dines Sosil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bagian Kesejahteran 

Masyart peda Sekretariat Deerah, Bagian Perekonomian pod 

Sekretariat Daera.h 

d. Ktun Carat 

b. Selretris Selretaris Kecarat.an; 

c. Argote Pejabat terlit di tingkat kc tan, 

(5Kengot n Dewan Penaschat FKDM De/Kelurahan sebagairana dirak sud peada aryat ( I )  

ditetpl oleh Carat dengan susunan k ggotaan 

a Ketua Feting/Lurah; 

b. Selretaris Selcretaris Des Keluraha; 

e. Anggota Pejabot terlit di tinglt dies'keluraha, 

BAB V 

PENGA WASAN DAN PELAPORAN 

Psal T 

(I) Laporn pembentul KDM di kearn it n dan desakelurahan disampail.an oleh Carat, 

PetinggiLurah paling lambat 2( dua ) ming scjal pembentuln 

(2) Laporan pela.sanan, pembire n dan penyelengg me  FKDM di daera.h disampaila oleh 

Wakil Bupeti ke pu  da  Bupeti paling sedikit I (  satu) bulan selahi dan sewaktu-waktu apebi la 

diperlula 

(3) Laporan pengawsan, pelalsan n, pembir dan penyelenggar FKDM di kee atan, 

desalelurhan dis peiln  oleh Cmat, Petingg/Lurah paling sedikit setiap I(satu ) bulan E  

( sat ) khi  at  sewaktu-waktuapabila diperlul 



• 

• 

BAB VIL 

KETENTUAN PENUTUP 

Pesa 19 

Hal-bal yang belur diatur dala Peraturan Duapeti ini sepanjang mengenai teknis pelak.sananny 

aln diatur lebih lajut den g n  Keputu Bupati 

Psal 20 

Perturan Bupeti ini mulai berlalu pada ta gga l  diundangla 

gar setiap orang mengetahuinya, memeritahlan pe gu nda nga n  Peraturan Bupati imi deng 

penempatnnya dalam Derita Deerh Kabup te Jepara 

Dite k di era 
. -�- 

BUPATI JEPARA, 

HENDRO MARTOJO 

- --- Put A Su#AT 

Diundangln di leper 

pad tanggl 23 Demler 20 o  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR $42 


